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ABSTRAK
	Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin”. Tujuan penelitian ini adalah: 1)Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. 2)Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin yang menangani pelaksanaan program AUTP, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) Desa Upang Ceria, serta beberapa petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung yang sangat berkontribusi dalam pencapaian tujuan adalah program fasilitasi pembayaran premi untuk usaha tani padi, dukungan eksekutif dan legislatif dalam mengembangkan asuransi pertanian, serta penggunaan teknologi informasi (SIAP). Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu rendahnya partisipasi petani dalam mengikuti program AUTP, jarak lokasi Jasindo yang cukup jauh dari Kabupaten Banyuasin, terbatasnya anggaran operasional di tingkat kabupaten, komunikasi yang kurang optimal oleh pelaksana kebijakan, serta jumlah karyawan yang masih terbatas dalam bidang ini.
Kata Kunci : Kebijakan, Implementasi, Program, Asuransi Usaha Tani Padi
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ABSTRACT
This research is titled “Implementation of the Rice Farming Business Insurance Policy (AUTP) in Upang Ceria Village, Muara Telang Sub-district, Banyuasin Regency.”The objectives of this study are:1)To identify and analyze the implementation of the Rice Farming Business Insurance Policy (AUTP) in Upang Ceria Village, Muara Telang Sub-district, Banyuasin Regency. 2)To identify and analyze the supporting and inhibiting factors in the implementation of the Rice Farming Business Insurance Policy (AUTP) in Upang Ceria Village, Muara Telang Sub-district, Banyuasin Regency. The research method employed is a qualitative approach with a case study design. The data used consists of primary and secondary data. The data collection instruments include observation, interviews, and documentation. Interviews were conducted with officials from the Banyuasin Regency Office of Food Crops and Horticulture responsible for the implementation of the AUTP program, Field Agricultural Extension Officers (PPL) from Upang Ceria Village, and several farmers. The results of the study show that significant supporting factors contributing to achieving the program's goals include the premium payment facilitation program for rice farming businesses, executive and legislative support for agricultural insurance development, and the use of information technology (SIAP). However, several inhibiting factors were identified, such as the low participation rate of farmers in the AUTP program, the considerable distance of Jasindo's location from Banyuasin Regency, limited operational budgets at the regency level, suboptimal communication by policy implementers, and the insufficient number of personnel handling this sector.
 Keywords: Policy, Implementation, Program, Rice Farming Business Insurance
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I. 

PENDAHULUAN
	
Sektor pertanian sangat penting bagi ekonomi nasional. Selain menjadi penyedia lapangan kerja, sektor pertanian memberikan pangan kepada masyarakat, menjadi sumber bahan baku industri, dan berkontribusi besar pada pendapatan nasional, investasi, dan penerimaan devisa negara. Kegiatan usaha di sektor pertanian, atau biasa disebut usahatani, seringkali dihadapkan pada sejumlah besar potensi risiko. Risiko-risiko ini termasuk fluktuasi iklim, banjir, kekeringan, serangan hama dan penyakit tanaman, dan ketidakpastian harga pasar, yang hampir selalu merugikan para petani. Situasi ini menghambat upaya Indonesia untuk mencapai swasembada pangan dan ketahanan pangan yang kuat (Priyadi, 2018). 
Sementara itu, Kementerian Pertanian berusaha keras untuk mencapai komitmen swasembada pangan. Sehubungan dengan hal ini, dampak negatif perubahan iklim yang merugikan para petani membuat upaya di sektor pertanian, terutama usahatani padi, dihadapkan pada risiko ketidakpastian. Sejauh ini, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan program untuk menangani masalah di sektor pertanian, terutama tanaman pangan. Pemerintah telah melakukan beberapa program untuk memastikan harga hasil pertanian stabil melalui pembelian langsung dari petani, optimalisasi lahan terlantar melalui Sistem Intensifikasi Padi (SRI), subsidi untuk benih dan pupuk, dan bantuan dengan alat pertanian (alsintan) dan sarana produksi (saprodi). Selain itu, program lain seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE), Kredit Pembangunan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), Kredit Usahatani Rakyat (KUR), dan pembangunan jejaring pasar produk pertanian melalui infrastruktur seperti subterminal agribisnis juga telah dilaksanakan. Meskipun demikian, bantuan tersebut dianggap belum mampu menyelesaikan masalah pertanian saat ini (dalam Insyafiah & Wardhani, 2014). 
Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang kemudian diterapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, memberikan bantuan dan perlindungan bagi usahatani melalui asuransi pertanian untuk mengurangi kerugian yang dialami petani. Asuransi pertanian adalah kesepakatan antara perusahaan asuransi dan petani untuk menanggung risiko ketidakpastian dalam bisnis pertanian padi. Maka dari itu, asuransi pertanian menjadi salah satu jenis manajemen risiko di mana banyak petani berpartisipasi dan menghasilkan dana yang cukup untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh bencana (Kepmentan, 2022).
Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan bagi petani terhadap kerugian akibat kerusakan tanaman padi yang diakibatkan oleh faktor-faktor eksternal, seperti banjir, kekeringan, serangan hama, penyakit tanaman, serta organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Dengan mengajukan klaim dan menerima ganti rugi, petani dapat melanjutkan atau memulai usaha pertanian dengan modal kerja yang diperoleh dari klaim tersebut, sebagai kompensasi atas risiko yang mereka alami dalam usahatani (Kementerian Pertanian, 2022).
Menurut (Djunedi, 2016), Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, sebuah lembaga penelitian dan pengembangan pertanian, telah melakukan penelitian mendalam tentang asuransi pertanian sejak tahun 2008. Namun, Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) masih dianggap sebagai program baru karena baru dimulai di Indonesia pada tahun 2015. Dana untuk program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ditujukan bagi petani yang mengelola lahan padi dengan luas maksimal dua hektar, di mana mereka diwajibkan membayar premi sebesar Rp. 180.000 per hektar per musim tanam. Pemerintah menunjuk PT. Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) sebagai penyedia layanan asuransi pertanian. Dasar hukum untuk pelaksanaan fasilitas asuransi ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 yang diterbitkan pada tahun 2015, dan kemudian disempurnakan melalui Keputusan Menteri Pertanian No. 01/Kpts/SR.210/B/01/2022 mengenai Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (Kementerian Pertanian, 2022). 
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 01/Kpts/SR.210/B/01/2022 mengenai Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), nilai maksimum ganti rugi dan harga pertanggungan ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000 per hektar per musim tanam. Kementerian Pertanian terus mendorong perluasan implementasi program AUTP ini. Pada setiap musim tanam, pemerintah memberikan subsidi premi sebesar Rp. 144.000 per hektar, yang mencakup sekitar 80 persen dari total biaya premi, sehingga petani hanya perlu membayar Rp. 36.000 per hektar per musim tanam, atau 20 persen dari biaya premi penuh. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan dukungan ekonomi kepada petani sehingga mereka lebih tertarik untuk bergabung dalam program AUTP, dengan harapan dapat mengurangi kerugian yang disebabkan oleh bencana alam seperti serangan OPT, kekeringan, dan banjir (Kementerian Pertanian, 2022).
Menurut (Fadillah Elhusna dkk, 2019), petani akan menerima ganti rugi yang dapat digunakan sebagai modal kerja untuk menjaga kelangsungan usaha pertanian mereka dan melanjutkan kegiatan pada musim tanam berikutnya karena tujuan dari Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) adalah untuk melindungi petani dari kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kekeringan, banjir, dan serangan OPT.
Kabupaten Banyuasin adalah wilayah pertanian terluas di Sumatera Selatan. Dengan luas lahan pertanian yang besar, Kabupaten Banyuasin memiliki potensi yang besar untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan memenuhi kebutuhan pangan provinsi dan nasional, karena kondisi ini menjadikan Kabupaten Banyuasin sebagai salah satu kontributor utama dalam produksi padi di tingkat provinsi. Selain itu, penduduknya bergantung pada usaha pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka.
Penelitian ini dilaksanakan di Desa Upang Ceria. Desa Upang Ceria adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, dan juga sebagai salah satu desa yang mayoritasnya petani. Semua petani di Desa Upang Ceria mengelola lahan sawah seluas 1.782 hektare. Luas wilayah desa ini 2.156 hektare dengan jumlah penduduk 2.102 warga. Tingkat partisipasi petani untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) masih sangat rendah. Pada tahun 2019 lahan yang diasuransikan hanya seluas 242 hektare dan tahun 2022 lahan yang diasuransikan seluas 13,50 hektare.  
Berdasarkan paparan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti implementasi Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dijalankan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi partisipasi petani serta efektivitas program AUTP di Desa Upang Ceria, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Dengan demikian, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan minat petani untuk berpartisipasi dalam program AUTP.
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin?
2) Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin?
	 Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.
	Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah dan stakeholder terkait mengenai program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Desa Upang Ceria Kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyuasin.
TINJAUAN PUSTAKA
1. Implementasi
Implementasi merujuk pada melakukan atau menerapkan sebuah rencana yang telah direncanakan dengan matang dan terperinci. Secara sederhana, implementasi dapat dijelaskan sebagai proses pelaksanaan atau penerapan suatu konsep atau rencana. Browne dan Wildavsky (dalam Usman, 2002: 70) menyatakan ibahwa iimplementasi imelibatkan iperluasan iaktivitas iyang isaling iberinteraksi. iSementara iVan iMeter idan iVan iHorn i(dalam iWahab, i2004: i65) imenjelaskan ibahwa iimplementasi imelibatkan itindakan-tindakan iyang idilakukan ioleh iindividu iatau ikelompok ibaik idari isektor ipemerintah imaupun iswasta, iyang ibertujuan iuntuk imencapai itujuan-tujuan iyang itelah iditetapkan idalam ikeputusan ikebijakan.
Implementasi ipada idasarnya imerujuk ipada iaktivitas, iaksi, iatau imekanisme idalam isuatu isistem. iMekanisme iini imenunjukkan ibahwa iimplementasi ibukan ihanya isekedar iaktivitas ibiasa, imelainkan isebuah ikegiatan iyang idirencanakan idengan isungguh-sungguh iberdasarkan iacuan iatau inorma itertentu iuntuk imencapai itujuan itertentu. iMenurut iKamus iBesar iBahasa iIndonesia i(KBBI), iimplementasi idiartikan isebagai ipelaksanaan iatau ipenerapan. iIni imengindikasikan ibahwa isetiap ikegiatan iyang idilakukan imerupakan iimplementasi iyang isungguh-sungguh iuntuk imencapai itujuan iyang idiinginkan.
2. Kebijakan
	Menurut Carl Friedrich (dalam Wahab, 2004: 3), kebijakan adalah tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu. Tindakan tersebut dilakukan seiring dengan menghadapi hambatan tertentu, sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.
Menurut i(Nugroho, iRiant, i2003) iimplementasi ikebijakan ipada idasarnya iadalah icara iuntuk imemastikan ibahwa isebuah ikebijakan idapat imencapai itujuan iyang itelah iditetapkan, itidak ilebih idan itidak ikurang. iImplementasi imelibatkan itindakan iuntuk imemastikan ibahwa iprogram-program iyang itelah idiprogramkan ibenar-benar idapat imemuaskan. iSementara iitu, iMeter idan iHorn i(dalam iSubarson, i2005: i99) imengadopsi imodel isistem ikebijaksanaan iyang imenekankan ibeberapa ikomponen iyang iharus iselalu iada iagar ituntutan ikebijaksanaan idapat idiwujudkan imenjadi ihasil iyang idiinginkan.
3. Asuransi Usaha Tani Padi  
    (AUTP)
		Asuransi iUsaha iTani iPadi i(AUTP) imerupakan isalah isatu ikebijakan istrategis iperlindungan iyang idirancang iuntuk ipetani, ikhususnya ipetani ipadi, iyang idiinisiasi ioleh ipemerintah ipusat idan idaerah isesuai idengan ikewenangan imasing-masing. iPelaksanaan iprogram iasuransi ipertanian iini ididasarkan ipada iamanat iUndang-Undang iNo. i19 iTahun i2013, ipasal i37, iyang imenyatakan ibahwa i"Pemerintah iPusat idan iPemerintah iDaerah i(Pemda) isesuai idengan ikewenangannya iberkewajiban imemberikan iperlindungan iterhadap iusaha itani iyang idijalankan ioleh ipetani imelalui iasuransi ipertanian."

METODE PENELITIAN
[bookmark: _Hlk134039702]	Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 
	 Definisi operasional  dari penelitian ini diukur dengan indikator Teori  Van Metter Van Horn (dalam Subarson, 2005:99) terdiri dari beberapa Dimensi sebagai berikut :
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
a. Dokumen Peraturan
b. Perlindungan Usaha Tani
c. Pengalihan Risiko Usaha Tani
2. Disposisi Para Pelaksana
a. Dukungan Sikap/Perilaku dari Penyuluh
b. Dukungan Sikap/Perilaku dari Jasindo
3. Aktivitas Pelaksanaan Koordinasi dan Komunikasi
a. Adanya Prosedur Kerja Bagi Pelaksana Kebijakan
b. Koordinasi Tugas Antar Instansi dan Jasindo Dalam Pelaksanaan Kebijakan
4. Alokasi Sumber Daya
a. Sumber Daya Manusia
b. Sumber Daya Finansial
c. Fasilitas
5. Karakteristik Agen Pelaksana
a. Penyampaian Informasi Pegawasan Kebijakan dan Fasilitator
6. Lingkungan Sosial dan Ekonomi
a. Pengaruh Lingkungan Eksternal Terhadap Partisipasi Petani

	Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang digali dari sumber data primer dan data sekunder. Adapun data primer diambil dari observasi di lapangan dan wawancara dengan Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin yang menangani pelaksanaan program AUTP, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), dan kelompok tani. Sedangkan data sekunder dihimpun dari dokumen resmi dan laporan media cetak/online, artikel ilmiah, buku, makalah, laporan penelitian yang membahas mengenai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).
	Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
	Sejauh mana ukuran dan tujuan suatu kebijakan tercapai menentukan keberhasilannya. Sesuai dengan pedoman bantuan premi tahun 2022, program AUTP memiliki dua tujuan utama: melindungi petani dari kerugian yang disebabkan oleh banjir, kekeringan, dan serangan OPT sambil meningkatkan ketahanan pangan. Tujuan pertama adalah untuk memberikan perlindungan kepada petani jika terjadi kerusakan pada tanaman padi yang dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan kedua adalah untuk mengalihkan risiko kerugian akibat banjir, kekeringan, dan serangan OPT kepada pihak yang menanggung premi. 
	Hal senada juga disampaikan oleh Pak Toto Imam Saputra selaku Pegawai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Sumatera Selatan: “Kebijakan ini sebenarnya muncul dari Kementerian Pertanian yang harus memenuhi komitmennya untuk mencapai target swasembada pangan. Nah, Sehubungan dengan hal ini, pemerintah memulai program swasembada padi sejak tahun 2015. Tujuannya adalah produksi padi mencapai 54,5 juta ton pada tahun 2023. Akan tetapi, akibat dampak negatif perubahan iklim yang merugikan petani, usaha di sektor pertanian, terutama usahatani padi, menghadapi risiko ketidakpastian. Sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pemerintah memberikan perlindungan kepada usahatani melalui asuransi pertanian untuk mengurangi kerugian yang dialami petani. Peraturan Menteri Pertanian No. 40 Tahun 2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian menjadi pelaksanaannya.” (wawancara pribadi, 15 Desember 2023).

2. Disposisi Para Pelaksana
	Sikap para pelaksana sangat mempengaruhi pelaksanaan implementasi. Khususnya, sikap penyuluh dan pihak Jasindo sangat mempengaruhi keberhasilan dan kinerja program AUTP. Dalam hal ini, kedua belah pihak menunjukkan respons yang positif.
	Dengan terlibat secara langsung dalam proses mulai dari pendaftaran asuransi hingga pencairan klaim, Penyuluh benar-benar mendukung program ini. Tidak hanya penyuluh, tetapi juga pihak Jasindo menunjukkan komitmen yang tinggi dengan memastikan bahwa program dilaksanakan dengan baik. Ini ditunjukkan oleh partisipasi aktif penyuluh dalam pelaksanaan program. Ini termasuk membantu petani dalam pendaftaran, memantau operasi usahatani, menangani masalah hama dan penyakit, dan mendampingi petani dari pengajuan klaim hingga pencairan uang ganti rugi.
3. Aktivitasa Pelaksanaan Koordinasi dan Komunikasi
	Dalam menjalankan program AUTP, komunikasi sangat penting. Untuk mencapai tujuan program, sangat penting bagi semua pihak yang terlibat untuk berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Para pelaksana dapat terus memantau perkembangan program melalui komunikasi, sehingga tidak ada perbedaan pemahaman yang dapat mengganggu hubungan antara Jasindo dan penyuluh. Ketidakharmonisan dapat menyebabkan konflik, jadi sangat penting untuk bekerja sama dan berkomunikasi dengan baik. Menurut (Nugroho, 2003), berbagai kesalahan, seperti perbedaan sikap dan gaya koordinasi, serta perbedaan dalam kondisi dan sumber daya manusia, dapat menyebabkan pelaksanaan yang tidak efektif.
	Berdasarkan hasil wawancara bersama Pak Toto, berbagai pihak terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini, seperti pemerintah setempat, Jasindo, penyuluh, dan petani. Mereka membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik untuk bekerja sama. Untuk koordinasi dan berkomunikasi, berbagai saluran digunakan, termasuk surat dan media komunikasi lainnya. Surat digunakan untuk mengatur tindakan antarorganisasi untuk memastikan bahwa program dijalankan sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Surat tersebut berisi informasi tentang jadwal pelaksanaan program AUTP. Selain itu, penting untuk berkomunikasi secara langsung melalui kunjungan ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Muara Telang untuk membicarakan secara menyeluruh tentang kondisi lapangan dan pelaksanaan program.
	“Selama ini, tidak ada miskomunikasi antara Jasindo dan penyuluh. Pihak penyuluh terus menghubungi Jasindo untuk mendapatkan informasi terbaru tentang dokumen pendaftaran dan klaim, dan Jasindo menghubungi penyuluh untuk memastikan kelengkapan dokumen dan mengatur waktu survei lapangan melalui media seluler untuk memudahkan proses” (wawancara pribadi, 15 Desember 2023).
	Lebih lanjut Pak Toto mengatakan bahwa selain berkomunikasi dengan penyuluh, penting juga untuk berkomunikasi dengan petani karena sasaran kebijakan adalah mereka. Untuk menjamin pemahaman yang baik di antara petani dan mengurangi kemungkinan kesalahpahaman atau distorsi dalam pelaksanaan kebijakan, penyuluh harus dapat menjelaskan dengan jelas kepada petani tentang tujuan dan langkah-langkah kebijakan yang akan diterapkan untuk mengurangi distorsi dalam pelaksanaannya.
4. Alokasi Sumber Daya
a. Sumber Daya Manusia
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDM pihak Jasindo, Petugas POPT, penyuluh, dan petani belum memadai. Keterbatasan petugas POPT yang membantu program AUTP ini, sehingga beberapa tugas terhambat.
	“Petugas POPT PNS sedikit, pihak Jasindo tidak mau mengakomodir klaim jika tidak ada petugas POPT PNS, petugas honorer tidak mau di terima pihak Jasindo” (wawancara pribadi bersama Pak Sahrul Gunawan, 20 Januari 2024).
	Petani dan penyuluh mengatakan bahwa keterlambatan Jasindo dalam pengecekan lahan sehingga menyebabkan para petani memanen atau langsung mengolah kembali lahan pertaniannya. Karena kurang cepat nya respon dari pihak Jasindo, proses mendapatkan ganti rugi juga menjadi panjang dan sulit. Pak Toto mengatakan bahwa: “Kualitas karyawan Jasindo juga dipertanyakan. Semua karyawan Jasindo memiliki pendidikan manajemen, bukan pertanian, dan tidak ada divisi pertanian khusus yang menangani program AUTP. Ini menunjukkan bahwa ada  ketidaksesuaian  antara  kemampuan  sumber  daya  manusia  dan kebutuhan program, yang dapat menghambat pemahaman mereka tentang kondisi lapangan. ” (wawancara pribadi, 15 Desember 2023).
	Para penyuluh juga merupakan SDM penting lainnya dalam pelaksanaan program AUTP di Desa Upang Ceria. Pak Sahrul mengatakan bahwa sumber daya manusia penyuluh tidak memadai untuk menjalankan program tersebut. Hanya ada tujuh penyuluh di kantor BPP Kecamatan, yang harus melayani 16 desa. Setiap penyuluh mengelola dua hingga tiga desa, tetapi dalam penelitian ini hanya ada enam penyuluh yang aktif karena salah satu telah pensiun. Karena setiap penyuluh harus menangani semua program sendiri, beban kerja meningkat. Selain itu, mereka juga harus memberikan pendampingan di setiap wilayah yang mereka awasi. Kurangnya jumlah penyuluh menyebabkan pendampingan tidak efektif dan optimal. Selain itu, para penyuluh masih kekurangan dalam menjalankan tugas mereka sebagai penyuluh, serta tugas administratif yang rumit terkait program AUTP karena semuanya harus dimasukkan ke dalam sistem SIAP.
b. Sumber Daya Finansial
	Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) berasal dari APBN yang dikelola oleh Kementerian Pertanian. Pembiayaan ini digunakan untuk memberikan subsidi premi sebesar 80%. Selain itu, dukungan pembiayaan lainnya digunakan untuk kegiatan sosialisasi di tingkat kabupaten, yang didanai oleh iDinas iPertanian iTanaman iPangan idan iHortikultura iProvinsi iSumatera iSelatan. iMeskipun isosialisasi iawal itelah idilaksanakan idi itingkat ikabupaten, isosialisasi ilanjutan idi itingkat ikecamatan itidak idilaksanakan ikarena iketerbatasan ianggaran iserta isarana idan iprasarana. iTidak itersedia ianggaran ikhusus iuntuk ibiaya ioperasional ipenyuluh iyang idiperlukan iuntuk imelaksanakan isosialisasi ilebih ilanjut, iyang isebenarnya isangat idibutuhkan ioleh ipara ipetani.	“Untuk isaat iini, ipemerintah ibaru ibisa imensubsidi i80% idari iAPBN iatau isebesar iRp. i144.000/Ha/MT. iPetani ihanya imembayar 20% saja atau sebesar Rp. 36.000/Ha/MT. Saat ini kita keterbatasan biaya untuk melakukan sosialisasi, sehingga dalam proses sosialisasi mengalami hambatan dan tidak maksimal” (wawancara pribadi bersama Pak Sahrul Gunawan, 20 Januari 2024).
c. Fasilitas
	Supaya program berjalan secara maksimal, sarana dan prasarana harus tersedia. Tujuan dapat terhambat oleh keterbatasan seperti ini. Misalnya, penyuluh tidak dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi jika tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Karena kurangnya tempat yang cukup untuk berkumpul, rutin dengan petani. Seperti yang kembali disampaikan oleh Pak Sahrul Gunawan:
	“BPP Kecamatan Muara Telang tidak memiliki ruang pertemuan khusus. Komputer dan jaringan internet juga diperlukan untuk proses administrasi. Saat ini, penyuluh masih bergantung pada jaringan internet pribadi mereka untuk menyelesaikan proses administrasi, sehingga mereka membutuhkan jaringan internet yang stabil untuk mengakses aplikasi SIAP. Selain itu, mereka membutuhkan komputer untuk mengakses aplikasi tersebut” (wawancara pribadi, 20 Januari 2024).
	Namun, dalam penelitian ini ditemukan bahwa penyuluh menggunakan komputer pribadi yang mungkin tidak sesuai untuk menginstal aplikasi tersebut. Oleh karena itu, disarankan agar penyuluh memiliki setidaknya dua komputer yang dapat digunakan.

5. Karakteristik Agen Pelaksana
	Hasil dari observasi dan wawancara menunjukkan bahwa penyuluh belum sepenuhnya menunjukkan sifat-sifat yang penting untuk menjalankan program AUTP, seperti ketekunan, keahlian, dan tanggung jawab. Mereka masih terbilang jarang melakukan pengawasan dan pembinaan petani. Penyuluh juga belum sepenuhnya melaksanakan pengawasan usahatani. Selama kunjungan, mereka jarang berbicara dengan para petani untuk membahas usahatani mereka. Padahal dengan bekerja secara maksimal akan membantu program berhasil dijalankan, karena menunjukkan hubungan yang baik antara penyuluh dan petani. Akan tetapi kurangnya SDM bagi penyuluh mengakibatkan proses penyuluhan kurang maksimal dilakukan. Serta jarak tempuh yang jauh juga menyebabkan hambatan bagi penyuluh untuk menjalin komunikasi dengan petani.
6. Lingkungan Sosial dan Ekonomi
Lingkungan	sosial	dan ekonomi	pada program AUTP belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan sebagian besar petani di Desa  Upang  Ceria  menghadapi  masalah keuangan. Sebagian besar dari	mereka mendapat kurang dari satu juta rupiah setiap bulan, bahkan ada yang mendapat kurang dari lima ratus ribu rupiah setiap bulan.
Petani hanya memiliki cukup uang untuk memenuhi  kebutuhan  sehari-hari. Situasi keuangan petani semakin memburuk karena banyaknya petani yang bekerja sebagai petani penggarap, biaya produksi yang tinggi, dan fluktuasi harga	gabah	yang	tidak menentu.	Akibatnya, penghasilan petani tetap  rendah  dan  sulit untuk  mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Hal itu menyebabkan banyak petani kesulitan membayar premi asuransi. Kondisi	ini menambah beban finansial bagi mereka dan menghambat  mereka  untuk  berpartisipasi dalam program asuransi.

KESIMPULAN  
[bookmark: _Hlk117423111][bookmark: _Hlk111859697]	Kesimpulan dan penelitian ini adalah Program AUTP yang diperkenalkan oleh pemerintah bertujuan untuk menolong para petani mengatasi risiko gagal panen. Tujuan dari program ini adalah agar segera diadopsi oleh para petani sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi mereka. Namun, meskipun manfaatnya besar, penelitian diperlukan untuk mengevaluasi bagaimana program ini dijalankan oleh petani dan kelompok tani.
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